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Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAM BM) 
 

4. Pembiayaan   
 
 
 
 

1  Ruang lingkup   
 
Pedoman ini memuat tata cara pembiayaan dalam kegiatan meliputi biaya penyelenggaraan dan 
mobilisasi dana penyediaan air minum berbasis masyarakat. 
 
 
 
2 Acuan normatif 
 
Pedoman umum PAM BM, (konsep dalam proses penetapan).  
 
 
 
3 Istilah dan definisi 
 
Dalam pedoman ini berlaku pengertian istilah dan ungkapan sebagai berikut: 
 
3.1 
administrasi keuangan 
Proses pengelolaan keuangan yang mencakup usaha, kegiatan dan pelaksanaan keputusan 
dalam organisasi untuk pencapaian tujuan. 
 
3.2 
biaya produksi 
biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi air minum (penyediaan bahan dan upah  tenaga 
kerja dengan faktor faktor produksi lainnya). 
 
3.3 
biaya pengelolaan 
biaya untuk mengoperasikan dan memelihara prasarana – sarana penyediaan air minum secara 
keseluruhan (bahan kimia, energi, retribusi air baku, karyawan, overhead dan lain lain). 
 
3.4 
iuran air 
harga air yang harus dibayar oleh pelanggan sesuai yang sudah disepakati bersama. 
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3.5 
pembiayaan  
pembangunan suatu sistem penyediaan air minum. Semua biaya yang diperlukan untuk 
membangun suatu sistem mulai dari biaya persiapan, perencanaan, pengelolaan, operasi dan 
pemeliharaan, dan biaya investasi untuk peningkatan produksi. 
 
3.6 
tarif (progresif) 
harga air setiap 1 m3 yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan banyaknya pemakaian  
air sesuai klasifikasi konsumsi air minum. 
 
 
4    Pembiayaan Penyelenggaraan PAM BM  
 
4.1 Biaya pembangunan prasarana dan sarana air minum 
 
Pembiayaan pembangunan prasarana-sarana air minum berbasis masyarakat harus bersifat 
transparan, dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 
masyarakat. Pembiayaan prasarana dan sarana air minum dapat dibedakan atas pembiayaan 
persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan pembiayaan pengelolaan.  
 
4.1.1 Biaya persiapan 
 
Biaya persiapan pembangunan prasarana dan sarana diperhitungkan atas komponen-
komponen biaya sebagai berikut: 
a) Biaya sosialisasi dan pembentukan organisasi  
b) Kompensasi pengadaan lahan untuk lokasi kantor pengelola, lokasi prasarana dan sarana 

air minum dan sarana penunjang lainnya seperti bengkel perawatan, gudang dan garasi 
c) Perijinan penggunaan sumber air baku / kerjasama pembelian air minum dari Perusahaan 

Air Minum 
d) Biaya koordinasi dan sosialisasi dengan Pemda  
e) Biaya pelatihan 
 
4.1.2 Biaya perencanaan 
 
Biaya perencanaan meliputi perijinan, perencanaan fisik, perencanaan pembiayaan, mobilisasi 
peralatan dan perlengkapan, penyebarluasan informasi dan pengajuan Badan Hukum PAM BM. 
 
4.1.3 Biaya pelaksanaan fisik 
 
Biaya Pelaksanaan Fisik PAM BM disebut juga biaya konstruksi, ditentukan berdasarkan 
pemilihan jenis sesuai dengan kondisi air baku yang ada, dapat dilihat pada Panduan Pemilihan 
Jenis dan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Minum. Biaya Pelaksanaan 
Fisik tiap modul berdasarkan harga satuan setempat. 
Pembiayaan pada Sistem PAM BM berupa biaya konstruksi diperkirakan berdasarkan volume 
rinci (bill of quantity) dikalikan harga satuan tertentu. Secara umum, biaya konstruksi terdiri atas 
biaya bahan, peralatan dan upah. Biaya tersebut dipengaruhi oleh kondisi lokasi, waktu dan nilai 
tukar mata uang. Secara praktis, pembiayaan dikelompokkan ke dalam komponen/jenis 
pekerjaan.  
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Hal-hal yang berpengaruh terhadap pembiayaan adalah: kapasitas produksi, daya dukung 
tanah, sumber tenaga, topografi, panjang pipa, kemiringan lahan, daerah pelayanan. Pada level 
kebijaksanaan ataupun proyek, pembiayaan program dapat diestimasikan, antara lain 
berdasarkan: biaya per kapasitas (L/dt) yang akan dibangun, biaya per Liter per pelanggan, 
biaya per satuan panjang pipa yang terpakai.  
 
4.1.4 Biaya pengelolaan PAM BM 
  
Pembiayaan pengelolaan merupakan kebutuhan biaya yang sifat rutinitasnya sangat tinggi mulai 
dari periode harian sampai periode bulanan.  
Biaya pengelolaan antara lain: 
a) Biaya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana, misalnya: 

1) pemakaian listrik 
2) pengadaan bahan bakar 
3) pengadaan bahan kimia (kaporit) 
4) pengadaan pelumas 
5) pengadaan suku cadang 
6) biaya perbaikan 
7) pengadaan peralatan pendukung (sapu, lap, dsb). 

b) Biaya administrasi, misalnya untuk: 
1) Honor pengurus (bila disepakati ada) 
2) pengadaan alat tulis 
3) perbanyakan formulir-formulir 
4) Biaya pelaporan administrasi keuangan 
5) Biaya Rapat Rutin 

c) Biaya langganan air dan sewa meter (bila menggunakan sumber air milik PDAM/BPAM). 
d) Biaya penyusutan alat, pengembangan prasarana dan lain-lain dapat ditentukan 

berdasarkan prosentase biaya produksi (5-10 % x biaya produksi), besarnya sesuai 
kesepakatan bersama. 

 
4.2 Penentuan harga air 
 
Dalam menentukan harga air diharapkan pengelola harus mengenal dahulu peristilahan antara 
lain air produksi, air distribusi dan air yang terjual. Pengelola air bersih mengeluarkan biaya dari 
pengelolaan proses produksi air sampai kepada air yang terjual, tetapi perhitungannya adalah 
seluruh beban biaya dibagi kepada air distribusi, dimaksudkan agar beban air bersih desa dapat 
ditanggung bersama oleh seluruh pelanggan, yang dimaksud dengan jumlah air yang 
didistribusikan kepada pelanggan: 
Besarnya harga air yang harus dibayar oleh masyarakat dapat secara: 
a) Iuran (tanpa meter air, ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama) 
b) Tarif (ditentukan berdasarkan meter air) 
 
4.2.1 Berdasarkan iuran 
 
4.2.1.1 Penentuan besar iuran per bulan 
 
Penentuan iuran air berdasarkan kesepakatan masyarakat. Penentuan Iuran air memperhatikan 
kondisi sosial ekonomi yang merata, penentuan iuran dihitung sama rata per Kepala Keluarga 
atau berdasarkan jumlah orang dalam satu keluarga. 
Maka jumlah iuran air per KK/bulan ditentukan sebagai berikut: 
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Besar iuran air per bulan =  total biaya (a + b + c + d)   …………….……………………….. (1) 
     Jumlah pemakai (KK) 
 
Keterangan:  
a = Biaya operasi dan pemeliharaan prasarana 
b = Biaya administrasi,  
c = Biaya langganan air dan sewa meter (bila menggunakan sumber air milik PDAM/BPAM). 
d = Biaya penyusutan alat, pengembangan prasarana dan lain-lain  
 
Cara pemungutan iuran berdasarkan: 
a)   pemakai air membayar iuran setiap bulan 

             b)   pemakai air membayar iuran setiap minggu  
       c)   pemakai air membayar iuran setiap panen  

             d)   Pemakai air membayar iuran setiap mengambil air 
 
Bentuk iuran dapat berupa: 
a)  uang 
b)  beras jimpitan 
c)  hasil bumi dan ternak 
 
Untuk meringankan beban pemakai air dalam membiayai sarana air bersih yang turut 
dikelolanya pemakai air secara berkelompok dapat membuat lahan pertanian, peternakan, atau 
perikanan yang dapat memberikan keuntungan. Keuntungan tersebut kemudian digunakan 
untuk membiayai operasi dan pemeliharaan sarana air bersih. 
 
4.2.2 Berdasarkan tarif 
 
Konsumen air dimungkinkan menggunakan struktur tarif progresif, bila mempunyai meter air. 
Pola perhitungan tarif air minum dapat dilihat pada Lampiran C. 
 
Harga pokok air (A) =   Jumlah seluruh biaya pengelolaan  (Rp/m3)  …………………….    (2) 
         Air yang didistribusikan (m3/hari) 
 
4.3 Administrasi keuangan 
 
4.3.1   Prosedur pelaporan biaya kerusakan/perbaikan 
 
a) Sistem non perpipaan  

1) Kerusakan-kerusakan ringan yang tidak memerlukan biaya langsung, diperbaiki oleh 
penanggung jawab sarana 

2) Kerusakan yang tidak dapat diatasi oleh penanggung jawab sarana dan atau yang 
memerlukan biaya perbaikan dilaporkan pada Ketua 

3) Apabila kerusakannya berat dan tidak dapat diatasi oleh Ketua, maka hal ini harus 
dilaporkan pada pihak Kepala Desa untuk mendapat pengarahan lebih lanjut. 

 
b) Sistem perpipaan (pelayananan HU/KU) 

1) Sarana HU/KU  
(a) Kerusakan-kerusakan ringan yang tidak memerlukan biaya langsung, diperbaiki oleh 

penanggung jawab HU/KU 
(b) Kerusakan yang tidak dapat diatasi oleh penanggung jawab HU/KU dan atau yang 

memerlukan biaya perbaikan dilaporkan pada petugas teknik 
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(c) Apabila kerusakannya berat dan tidak dapat diatasi oleh petugas teknik, maka hal ini 
harus dilaporkan pada pihak Ketua 

(d) Ketua melapor pada pihak PDAM/BPAM, untuk mendapatkan bantuan pemecahan. 
2) Sarana lainnya  

(a) Kerusakan diperbaiki oleh petugas teknik 
(b) Apabila kerusakannya berat dan tidak dapat diatasi oleh petugas teknik, maka hal ini 

harus dilaporkan pada pihak Ketua 
(c) Ketua melapor pada pihak PDAM/BPAM, untuk mendapatkan bantuan pemecahan. 
 

c) Sistem campuran (pelayananan melalui sarana non perpipaan, HU/KU dan SR) 
1) Sarana pelayanan non perpipaan dan HU/KU  

(a) Kerusakan-kerusakan ringan yang tidak memerlukan biaya langsung, diperbaiki oleh 
penanggung jawab sarana HU/KU 

(b) Kerusakan yang tidak dapat diatasi oleh penanggung jawab sarana HU/KU dan atau 
yang memerlukan biaya perbaikan dilaporkan pada petugas teknik 

(c) Atas laporan tersebut, petugas teknik akan memeriksa dan merinci biaya perbaikan 
serta meminta persetujuan biaya pada Ketua sebelum perbaikan dilakukan 

(d) Apabila kerusakannya berat dan tidak dapat diatasi oleh petugas teknik, maka hal ini 
harus dilaporkan pada pihak Ketua 

(e) Ketua melapor pada pihak PDAM/BPAM, untuk mendapatkan bantuan pemecahan. 
2) Sarana lainnya  

(a) Kerusakan diperbaiki oleh petugas teknik 
(b) Petugas teknik akan memeriksa dan merinci biaya perbaikan serta meminta 

persetujuan Ketua sebelum perbaikan dilakukan 
(c) Apabila kerusakannya berat dan tidak dapat diatasi oleh petugas teknik, maka hal ini 

harus dilaporkan pada pihak Ketua 
(d) Ketua melapor pada pihak PDAM/BPAM, untuk mendapatkan bantuan pemecahan. 
 

4.3.2. Prosedur Pembuatan & pelunasan rekening air 
 

Dalam pelaksanaan pembayaran tarif air bersih perdesaan, ada prosedur pembuatan dan 
pelunasan rekening yang perlu diketahui antara lain: 
a) Pelaksana Pembaca Meter Air 

1) Melakukan pembacaan angka meter air di rumah pelanggan 
2) Mencatat angka meter air ke dalam DSMP (Daftar Stand Meter Pelanggan) 
3) Mencatat angka meter air pada KMP (Kartu Meter Pelanggan) yang ditinggal dan 

pegangan bagi pelanggan. 
4) Pada akhir jam pembacaan, hasil pembacaan meter air pelanggan, DSMP diserahkan 

kepada pelaksana penghitung dan pembuat rekening air. 
b)  Pelaksana Penghitung dan Pembuat Rekening Air 

1) Menerima DSMP hasil pembacaan meter air dari petugas pembaca meter. 
2) Menyiapkan / mengerjakan KPR (Kartu Perhitungan Rekening). 
3) Menyerahkan KPR kepada pembuat rekening. 
4) Berdasarkan KPR dibuatkan rekening air (rangkap 2) dan membuat DRD 2 (Daftar 

Rekening yang harus ditagih). 
5) Sebelum ditagihkan rekening dan DRD diteliti dan cocokan dengan KPR, dan 

ditandatangani oleh ketua pengelola air bersih perdesaan. 
6) KPR diarsipkan kembali, rekening dan DRD diserahkan kepada petugas pembukuan 

dan petugas penagihan. 
c)  Pengelola dan Penagihan Rekening Air 

1) Menerima rekening air (rangkap 2) dan DRD dari pembuat rekening. 
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2) Rekening disimpan di tempat yang aman, dan diserahkan kepada pelanggan apabila 
ada pelunasan 

3) Membuat LPP (Laporan Penerimaan Penagih) secara harian, yang merupakan 
rekapitulasi dari pelanggan yang membayar. 

4) Tiap akhir bulan membuat DSPP (Daftar Saldo Piutang Pelanggan) berdasarkan sisa 
rekening dan buku piutang pelanggan. 

d)  Petugas Pelaksana Pembukuan 
1) Menerima DRD dan rekening air dari pembuat rekening. 
2) Mencatat BPPP (Buku Pembantu Piutang Pelanggan) berdasarkan DRD dan rekening 

air. 
3) Tiap akhir bulan membuat DSPP (Daftar Saldo Piutang Pelanggan) berdasarkan catatan 

pelanggan yang belum melunasi rekening air. 
 
4.3.3 Administrasi penyediaan air minum berbasis masyarakat 
 
Dengan Keputusan BaMus AM ditetapkan iuran/pungutan kepada wraga masyarakat yang 
memanfaatkan air minum berdasarkan Keputusan BaMus AM tersebut pengurus melaksanakan 
pungutan / menarik iuran kepada warga masyarakat diadministrasikan dengan baik dalam arti: 
a) Adanya kartu pungutan bagi tiap-tiap warga; 
b) Dana hasil pungutan harus dicatat dalam buku kas secara tertib 
c) Setiap pengeluaran keuangan berdasarkan pada hasil BaMus AM yang antara lain 

mengenai: 
 1)   Biaya operasional yang digunakan untuk: 

(a)  Biaya pemeliharaan dan perbaikan penyediaan air minum 
(b)  Biaya operasional; 
(c)  Honorarium pengurus; 

2) Biaya Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) 
(a) BaMus AM menyimpan keuangan di Bank yang terdekat; 
(b) Di samping pencatatan / pembukuan mengenai keuangan, BaMus AM juga 

membuat / mengadministrasikan semua kegiatan, sehingga mempunyai: 
(1) Buku Notulen Rapat; 
(2) Buku Daftar para pelanggan 
(3) Buku inventaris 
(4) Buku Tamu 
(5) Buku Agenda 
(6) Bundel Arsip 

   
 

5 Mekanisme penyelenggaraan pembiayaan PAM BM 
 
5.1 Sumber dana PAM BM 
 
Dalam pembangunan penyediaan air bersih berbasis masyarakat dapat menggunakan 
beberapa sumber dana, yaitu: sumber dana pembangunan dari masyarakat,sumber dana 
pembangunan dari masyarakat dan pemerintah, dan sumber dana pembangunan dari 
masyarakat dan lembaga lainnya 
Masing masing sumber dana pada umumnya mensyaratkan mekanisme pengajuan dan 
pemanfaatan secara spesifik. 
Masing-masing pelaku program mempunyai kewajiban membiayai komponen-komponen 
pembiayaan tertentu sebagai diuraikan di bawah ini: 
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a)   Masyarakat 
Masyarakat didorong untuk membangun sistem pelayanan air minumnya sendiri, sesuai 
dengan kapasitas dan kemampuannya. Masyarakat dapat memanfaatkan bantuan pihak lain 
selama tidak mengurangi kemandiriannya dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 
1) Membiayai operasi, pemeliharaan dan pengembangan 
2) Membiayai kegiatan pembangunan dapat secara mandiri dibantu dengan dana 

pemerintah maupun dana dari lembaga non pemerintah 
3) Membiayai kegiatan survey dan perencanaan teknis dibantu oleh tenaga pendamping 

teknis 
4) Menyediakan lahan yang diperlukan 

b) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan 
Pemerintah setingkat Desa. 

 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah 
setingkat Desa memfasilitasi masyarakat untuk membangun sistem pelayanan air minumnya 
sendiri, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya selama tidak mengurangi kemandirian 
masyarakat dan sesuai dengan mekanisme serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
1)  Pemerintah Kabupaten/Kota 

(a) Membiayai penyediaan fasilitator dan pendamping teknis 
(b) Membiayai kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program  

Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat 
2)  Pemerintah Provinsi 

(a) Membiayai kegiatan bantuan teknis dan bantuan fisik kepada masyarakat sesuai tingkat      
prioritas kebutuhan 

(b) Membiayai kegiatan fasilitasi yang diperlukan masyarakat 
(c) Membiayai kegiatan pelatihan bagi fasilitator untuk tingkat kabupaten/kota 

 3)   Pemerintah Pusat 
(a) Membiayai kegiatan sosialisasi Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat ke        

seluruh pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Program Penyediaan Air    
Minum Berbasis Masyarakat di tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota 

(b) Membiayai kegiatan bantuan teknis dan bantuan fisik kepada masyarakat melalui     
pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten / Kota sesuai tingkat prioritas kebutuhan 

(c) Membiayai kegiatan fasilitasi yang diperlukan masyarakat 
(d) Membiayai kegiatan pelatihan bagi fasilitator untuk tingkat provinsi 
(e) Membiayai kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program      

Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat 
(f)   Membiayai kegiatan penyusunan pencatatan data berkaitan dengan Program 

Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat secara nasional 
 
c) Lembaga lain non pemerintah 
Lembaga lain non pemerintah dapat membantu Masyarakat untuk membangun sistem 
pelayanan air minumnya sendiri, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya selama tidak 
mengurangi kemandirian masyarakat dan sesuai dengan mekanisme serta peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
5.2 Mobilisasi dana PAM BM 
 
Mobilisasi dana PAM BM adalah penggalangan dana yang dapat berasal dari masyarakat, 
pemerintah dan lembaga lain non pemerintah. 
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5.2.1 Mobilisasi dana dari masyarakat  
 
Sumber dana penyelenggaraan pembangunan air minum diperoleh dari iuran masyarakat yang 
besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan. 
Penggalangan dana dari masyarakat dapat berupa dana yang diperoleh dari iuran masyarakat 
dan donatur lokal dalam bentuk uang tunai serta iuran dalam bentuk lain (in-Kind) seperti 
material, tenaga, tanah dan lain-lain. 
 
5.2.2 Mobilisasi dana dari masyarakat dan pemerintah 
 
Mekanisme penyelenggaraan penyediaan air minum berbasis masyarakat dengan sumber dana 
berasal dari masyarakat dan pemerintah pada dasarnya diawali dengan mekanisme yang 
ditetapkan oleh Ba-Mus yang disesuaikan dengan tata cara pemanfaatan dana dari tingkatan 
pemerintah yang berlainan: Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Nasional. Pada tahapan 
perencanaan mekanisme yang dipakai adalah Musyawarah Perencanaan Kegiatan Tahunan 
(MPKT) dahulu biasa disebut Rakorbang. Pada tahapan pembangunan merujuk kepada 
ketentuan hukum yang berlaku yaitu Kepres no 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan 
jasa. Pada tahapan serah terima maka asset yang berasal dari pemerintah diserahkan 
pengelolaannya kepada Ba-Mus menurut prosedur yang berlaku. 
Sumber dana penyelenggaraan pembangunan berasal dari: iuran masyarakat dan program-
program pemerintah (kabupaten / kota, propinsi, pusat) melalui program pemberdayaan 
masyarakat (diantaranya: Program SB AB, P2KP, PPK, WSLIC, P2D dan sebagainya) 
Penggalangan dana dari masyarakat dapat berupa dana yang diperoleh dari iuran masyarakat 
dan donatur lokal dalam bentuk uang tunai serta iuran dalam bentuk lain (in-Kind) seperti 
material, tenaga, tanah dan lain-lain. 
Penggalangan dana pemerintah dapat melalui pemerintah pusat (Departemen Kimpraswil, 
Departemen Kesehatan, PemProv, PemKot dilakukan dengan mengajukan proposal yang telah 
disetujui untuk diusulkan dan dicantumkan di dalam dokumen anggaran. 
 
5.2.3 Mobilisasi dana dari masyarakat dan pihak ketiga 
 
Mekanisme ini berlaku bagi penyelenggaraan penyediaan air minum berbasis masyarakat 
dengan sumber dana berasal dari masyarakat dan pihak ketiga (termasuk dalam Lembaga Lain 
Non Pemerintah dalam dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga keuangan dalam / luar 
negeri, donatur) dengan atau tanpa sumber dana pemerintah. Dalam hal ini pelibatan tim 
koordinasi di tingkat kabupaten/Kota dimaksudkan untuk memperkuat posisi tawar masyarakat 
melalui Ba-Mus terhadap pihak ketiga.   
Dengan demikian mekanisme yang dipakai adalah sama dengan mekanisme penyediaan air 
minum berbasis masyarakat dengan sumber dana berasal dari masyarakat dan pemerintah, 
ditambah dengan mekanisme yang disyaratkan oleh pihak ketiga. 
Perbedaan prinsip penyelenggaraan PAM BM muncul pada tahapan pengusulan proposal 
sampai dengan tahapan serah terima.  
Penyelenggaraan pembangunan berasal dari: iuran masyarakat dan unsur lembaga donor dan 
atau pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat (contoh: Waspola, sanimas dan 
lain-lain). 
Penggalangan dana dari masyarakat dapat berupa dana cash yang didapat dari iuran 
masyarakat dan atau donatur lokal serta dana in-kind (material, tenaga, tanah dll). 
Penggalangan dana dari lembaga lain non pemerintah (donor dalam negeri: perusahaan 
swasta, donor luar negeri, LSM dan perorangan) dilakukan melalui mekanisme yang diterapkan 
masing-masing lembaga terkait. 
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5.2.4 Mobilisasi dana dari masyarakat, pemerintah dan pihak ketiga 
  
Mekanisme ini berlaku bagi penyelenggaraan PAM BM dengan sumber dana berasal dari 
masyarakat, pemerintah dan pihak ketiga (lembaga non pemerintah). Dengan demikian 
mekanisme yang digunakan sesuai dengan mekanisme PAM BM dengan sumber dana berasal 
dari masyarakat dan pemerintah, ditambah dengan mekanisme yang disyaratkan oleh pihak 
ketiga. 
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Lampiran A 
(Informatif) 

Pembukuan, pembuatan laporan dan pertanggung jawaban 
 
 
 
A.1 Prosedur pelaporan pemakaian air 
 
a)  Sistem non perpipaan (khusus pelayanan melalui penampungan air hujan & terminal   
     air). 

1)  Penanggung jawab sarana: 
(a) buat form Jumlah Pemakaian Air/hari (NP. 2) setiap hari berdasarkan form Daftar   

Pelanggan (NP. 1) 
(b) buat form NP. 3 rangkap 2 setiap akhir bulan 
(c) serahkan 1 form NP. 3 pada ketua  
(d) simpan 1 form NP. 3 sebagai arsip 

     2)   Ketua: 
(a) terima 1 form NP. 3 dari penanggung jawab sarana 
(b) simpan form NP. 3 sebagai arsip 

 
b)  Sistem perpipaan (pelayanan melalui sarana Hidram Umum/Kran Umum) 

1) Penanggung jawab HU/Kran Umum: 
(a) catat jumlah pemakaian air setiap bulannya, pada meter air 
(b) buat form HU/KU. 1 rangkap 2 setiap akhir bulan 
(c) serahkan 1 form HU/KU. 1 pada ketua  
(d) simpan 1 form HU/KU. 1 sebagai arsip 

2) Ketua: 
(a) terima 1 form HU/KU. 1 dari penanggung jawab HU/KU 
(b) buat  form HU/KU. 2 sebagai arsip 
(c) simpan 1 form HU/KU. 1 dan HU/KU. 2 sebagai arsip 
 

c)  Sistem perpipaan (pelayanan melalui sarana HU/KU dan SR). 
1) Sarana Hidram Umum (HU)/Kran Umum (KU) 

(a) Penanggung jawab HU/KU: 
(1) catat jumlah pemakaian air setiap bulannya, pada meter air 
(2) buat form HU/KU. 1 rangkap 2 setiap akhir bulan 
(3) serahkan 1 form HU/KU. 1 pada ketua  
(4) simpan 1 form HU/KU. 1 sebagai arsip 

(b) Petugas administrasi keuangan: 
(1)  terima 1 form HU/KU. 1 dari penanggung jawab HU/KU 
(2)  buat dan simpan form HU/KU. 2 sebagai arsip 

 
2) Sarana SR 
     (a)  Pencatat meter air: 

Para pencatat meter air ditunjuk oleh Ketua dengan sepengetahuan Badan  
Pengelola: 
(1) kunjungi para pelanggan SR berdasarkan form SR 1 (diberikan oleh petugas      

administrasi keuangan) 
(2) lakukan pembacaan meter air 
(3)  terima form SR. 2 dari pelanggan 
(4)  isi form SR. 2 
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(5)  isi form SR. 3 
(6)  kembalikan form SR. 2 pada pelanggan 
(7) serahkan SR. 3 pada petugas administrasi keuangan 

 (b) Petugas administrasi keuangan: 
 (1)  terima form SR. 3 dari pencatat meter air 
 (2)  simpan form SR. 3 sebagai arsip 

 
3)  Sistem campuran 
     (a) Sarana non perpipaan (khusus pelayanan melalui penampung air hujan &  

terminal air) 
     (1)  Penanggung jawab sarana: 

-  buat form NP. 2 setiap hari berdasarkan form Np. 1  
-  buat form NP. 3 rangkap 2 setiap akhir bulan 
-  serahkan 1 form NP. 3 pada ketua  
-  simpan 1 form NP. 3 sebagai arsip 

     (2)  Petugas adiministrasi keuangan: 
                       -  terima 1 form NP. 2 dari penanggung jawab sarana 
                       -  simpan form NP. 2 sebagai arsip 

(b)  Sarana HU/KU 
                (1)  Penanggung jawab HU/KU: 

       -  catat jumlah pemakaian air setiap bulannya, pada meter air 
       -  buat form HU/KU. 1 rangkap 2 setiap akhir bulan 
       -  serahkan 1 form HU/KU. 1 pada ketua  
       -  simpan 1 form HU/KU. 1 sebagai arsip 
(2) Petugas administrasi keuangan: 

 -  terima 1 form HU/KU. 1 dari penanggung jawab HU/KU 
       -  buat dan simpan form HU/KU. 2 sebagai arsip. 

     (c)  Sarana SR 
    (1)  Pencatat meter air: 

Para pencatat meter air ditunjuk oleh Ketua dengan sepengetahuan Badan 
Pengelola: 
- kunjungi para pelanggan SR berdasarkan form SR 1 (diberikan oleh petugas 

administrasi keuangan) 
- lakukan pembacaan meter air 
- terima form SR. 2 dari pelanggan  
- isi form SR. 2 
- isi form SR. 3 
- kembalikan form SR. 2 pada pelanggan 
- serahkan SR. 3 pada petugas administrasi keuangan 

    (2)  Petugas administrasi keuangan: 
    - terima form SR. 3 dari pencatat meter air 
    - simpan form SR. 3 sebagai arsip 

 
A. 2 Prosedur penerimaan uang 
 
a) Sistem non perpipaan  

1) Penanggung jawab sarana: 
(a) buat form NP. 1 (setiap awal tahun) 
(b) bagikan form NP. 3 pada para pelanggan (pada setiap awal tahun) 
(c) terima form NP. 3 dari pelanggan 
(d) isi form NP. 4 buat rangkap 2 
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(e) serahkan kembali form NP. 3 pada pelanggan 
(f) serahkan 1 form NP. 4 dan NP. 5 dan uang iuran pada Ketua 
(g) terima kembali 1 form NP. 5 dari Ketua  
(h)   simpan 1 form NP. 4 sebagai arsip 

 
       2)  Ketua: 

(a) terima 1 form NP. 4 dan NP. 5 dan uang iuran dari penanggung jawab sarana 
(b) isi dan serahkan kembali form NP. 5 pada penanggung jawab sarana 
(c) simpan form NP. 4 sebagai arsip 
(d) catat jumlah penerimaan uang pada buku kas 
(e) simpan uang iuran pada bank/kantor pos terdekat 

 
b) Sistem perpipaan  

1)  Pelayanan melalui sarana HU/KU  
          (a) Penanggung jawab HU/KU: 

(1)  isi form HU/KU. 3 (pada setiap awal tahun) 
(2)  bagikan form HU/KU. 4 pada para pelanggan (pada setiap awal tahun) 
(3)  terima form HU/KU. 4 dari pelanggan 
(4)  terima uang pembayaran iuran 
(5)  isi form HU/KU. 4 
(6)  isi form HU/KU. 5 buat rangkap 2 
(7)  serahkan kembali form HU/KU. 4 pada pelanggan 
(8)  serahkan 1 form HU/KU. 5 dan uang iuran pada Ketua 
(9)  simpan 1 form HU/KU. 5 sebagai arsip 

          (b) Ketua: 
(1)  terima form HU/KU. 5 dan uang iuran dari penanggung jawab HU/KU 
(2)  serahkan uang iuran pada petugas administrasi 
(3)  simpan from HU/KU. 5 sebagai arsip 

(c) Petugas administrasi keuangan: 
(1)  catat jumlah penerimaan uang pada buku kas 
(2)  simpan uang pada bank/kantor pos terdekat 

2)  Pelayanan melalui SR 
(a) Petugas administrasi keuangan: 

(1)  terima form SR. 2 dan form. 4 dari pelanggan  
(2)  cocokan form SR. 3 dan SR. 4 
(3)  terima pembayaran iuran dari pelanggan 
(4)  isi form SR. 4 
(5)  isi form SR. 5 
(6)  kembalikan form SR. 4 
(7)  catat uang iuran pada buku kas 
(8)  simpan form SR. 5 sebagai arsip 
(9)  simpan uang pada bank/kantor pos terdekat 
 

c)  Sistem Campuran 
1)  Pelayanan melalui sarana non perpipaan   

(a)  Penanggung jawab sarana: 
(1)  isi form NP. 1 (pada setiap awal tahun) 
(2)  bagikan form NP. 3 pada para pelanggan (pada setiap awal tahun) 
(3)  terima form NP. 3 dari pelanggan 
(4)  isi form NP. 4 buat rangkap 2 
(5)  serahkan kembali form NP. 3 pada pelanggan 
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(6) serahkan 1 form NP. 4 dan NP. 5 dan uang iuran pada petugas administrasi  
keuangan 

(7)  terima kembali 1 form NP. 5 dari petugas administrasi keuangan 
(8)  simpan 1 form NP. 4 sebagai arsip 

(b) Petugas adiministrasi keuangan: 
(1)  terima 1 form NP. 4 dan NP. 5 dan uang iuran dari penanggung jawab sarana 
(2)  isi dan serahkan kembali form NP. 5 pada penangung jawab sarana 
(3)  simpan 1 form NP. 4 sebagai arsip 
(4)  catat jumlah penerimaan uang pada buku kas 
(5)  simpan uang pada bank/kantor pos terdekat 

2)  Pelayanan melalui HU/KU 
(a) Penanggung jawab HU/KU: 

(1)  isi form HU/KU. 3 (pada setiap awal tahun) 
(2)  bagikan form HU/KU. 4 pada para pelanggan (pada setiap awal tahun) 
(3)  terima form HU/KU. 4 dari pelanggan 
(4)  terima uang pembayaran iuran 
(5)  isi form HU/KU. 4   
(6)  isi form HU/KU. 5, buat rangkap 2 
(7)  serahkan kembali form HU. 4 pada pelanggan 
(8)  serahkan 1 form HU/KU. 5 dan uang iuran pada petugas administrasi keuangan 
(9)  simpan 1 form HU/KU. 5 sebagai arsip 

(b) Petugas adiministrasi keuangan: 
(1)  terima form HU/KU. 5 dan uang iuran dari penanggung jawab HU/KU 
(2)  catat jumlah penerimaan uang pada buku kas 
(3)  simpan uang pada bank/kantor pos terdekat 

3)  Pelayanan melalui SR 
(a) Petugas administrasi keuangan: 

(1)  terima form SR. 2 dan form. 4 dari pelanggan  
(2)  cocokan form SR. 3 dan SR. 4 
(3)  terima pembayaran iuran dari pelanggan 
(4)  isi form SR. 4 
(5)  isi form SR. 5 
(6)  kembalikan form SR. 4 
(7)  catat uang iuran pada buku kas 
(8)  simpan form SR. 5 sebagai arsip 
(9)  simpan uang pada bank/kantor pos terdekat 

 
A.3 Prosedur pengeluaran uang 
 
a)  Sistem non perpipaan  

1) kebutuhan uang diajukan pada Ketua 
2) pengaju mengisi form UM. 1 dan form UM. 2 
3) Ketua mencatat pengeluaran pada buku kas 
4) Ketua menyimpan form UM. 1 dan UM. 2 
5) pengaju wajib menyerahkan kuitansi/bon pada Ketua, sebagai tanda bukti 

pengeluarannya. 
b)  Sistem perpipaan (pelayanan melalui sarana HU/KU) 

1) kebutuhan uang diajukan pada Ketua 
2) pengaju mengisi form UM. 1 dan form UM. 2 
3) Ketua mencatat pengeluaran pada buku kas 
4) Ketua menyimpan form UM. 1 dan UM. 2 
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5) pengaju wajib menyerahkan kuitansi/bon pada Ketua, sebagai tanda bukti 
pengeluarannya. 

c) Sistem perpipaan (pelayanan melalui sarana SR) 
1) kebutuhan uang diajukan pada petugas administrasi keuangan 
2) pengaju mengisi form UM. 1 dan form UM. 2 
3) petugas administrasi keuangan mencatat pengeluaran pada buku kas dan menyimpan 

form UM. 1 dan UM. 2 
4) pengaju wajib menyerahkan kuitansi/bon pada Ketua, sebagai tanda bukti 

pengeluarannya pada petugas administrasi keuangan 
d) Sistem campuran (pelayanan melalui sarana non perpipaan, HU/KU dan SR) 

1) kebutuhan uang diajukan pada  petugas administrasi keuangan 
2) pengaju mengisi form UM. 1 dan form UM. 2 
3) petugas administrasi keuangan mencatat pengeluaran pada buku kas dan menyimpan 

form UM. 1 dan UM. 2 
4) pengaju wajib menyerahkan kuitansi/bon pada Ketua, sebagai tanda bukti 

pengeluarannya pada petugas administrasi keuangan 
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Lampiran B 
(Informatif) 

Contoh format isian 
 
 
 

B.1 Daftar Stand Meter Pelanggan (DSMP) 
 

Desa : 

Bulan : 

No Nama Pelanggan Nomor Sambungan Angka Meter Keterangan 
     
     
     
     
     
     
     
     

 
.............................................. 

 
---------------------------- 
Pembaca Meter 

  
 
B.2 Kartu Meter Pelanggan (KMP) 
 
No. Sambungan: 

Nama Pelanggan : …………………… Meter No.  
Alamat : …………………… Tipe/Merk  
   Tarif :  Non Niaga 
 

Bulan Tanggal Angka Meter Paraf Pencatat Keterangan 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Harap kartu ini disimpan baik-baik di tempat yang tetap 
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B.3 Kartu Perhitungan Rekening (KPR) 
 

Nama Pelanggan : ………………………………… 
Alamat : ………………………………… 
Meter No. : ………………………………… 
 

Harga air 
Bulan Angka 

Meter 
Pemakaian 

air 0 – 15 
m3 

16 – 30 
m3 

31 – 45 
m3 

45  
Ke atas

Dana 
Pemeliharaan 

Dana 
ADM Jumlah Petugas 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 

B.4 Daftar Saldo Piutang Pelanggan (DSPP) 
 
Per  : 
 
No Nama / Alamat Nomor 

Sambungan 
Rekening  

Bulan 
Besarnya  

Rp. 
Denda   

Rp. 
Jumlah 

       
       
       
       
       
       
       

 
Diketahui oleh  ……………………………… 

      

Ketua Pengelola  Administrasi Umum/Keuangan 
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B.5 Daftar pelanggan 
Form: NP. 1 

Jenis sarana : 
Lokasi  : 
Tahun  : 
 

No. Nama Pelanggan 
Jumlah Anggota Keluarga 

(Jiwa) Alamat 

    

    

    

    

    

    

    
 

.............................................. 
 
 
---------------------------- 

Penanggung jawab sarana 
  
 
 

B.6 Jumlah pemakaian air/hari 
Form: NP. 2 

Jenis sarana  : 

Lokasi   : 

Hari/bulan/tahun : 

No Nama pelanggan Jumlah pemakaian air (ember) 
   
   
   
   
   
   
   

 

 

.............................................. 

 

---------------------------- 

Penanggung jawab sarana 
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B.7 Jumlah pemakaian air/bulan 
Form: NP. 3 

Jenis sarana  : 

Lokasi   : 

Hari/bulan/tahun : 

No. Nama pelanggan Jumlah pemakaian air (ember) 
   
   
   
   
   
   
   
   

.............................................. 

 

---------------------------- 

Penanggung jawab sarana 

  

B.8 Formulir tanda bukti pembayaran iuran pemakaian air 
Form: NP. 4 

Nama : 

Alamat : 

Tahun : 

No. Bulan Jumlah pembayaran 
(Rp.) 

Tanda tangan 
penerima 

    
    
    
    
    
    
    
    

 

.............................................. 

 

---------------------------- 

Penanggung jawab sarana 




























